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PERATURAN MENMTERI LUAR MEGERI REPUBLIK INDOMESIA

MOMOR : 09/ A/KP/XII/2006,/01

TENTANG

PANDUAM UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Menimbang

LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDOMESIA.

bahwa pelaksanaan  Otonomi Daersh telah
membuka peluang keikutsertazn Daerah sebagai
salah s=atu komponen dalam penyelenggarzan
Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri;

bzhwa perkembangan pesat di tingkst nasional dan
internasional dewasa ini, telah memunculkan
subyek non negara [ non-state actors ) sebagai
pelaku baru dalam hubungan internasicnal;

bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerzh telah diganti karena sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadazn, ketatanegarzan
dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah;

bzhwa dalam rangks peningkatan tugas pokok
Departeman Luar Megeri Republik Indonesiz telah
dilzkukan penyvempurnzan Organisasi dam Tata
Kerja Departamen Luar Megeri Republik Indenesia;

bahwa berdazarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dzlam huruf a, huref b, huref © dan huref
d, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap
Panduan Umum Tata ©Cara Penyelenggarzan
Hubungan dan Kerjassama Luar Megeri cleh
Pemerintzh Dzerah.




Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tzhum 1982 tentang
Pengesahan Konwensi Wina mengsnzi Hubungan
Diplomatik beserta Protokol Opsionalnyz Mengenai
Hak Memperoleh Kewarganegaraam  (Vienna
Convention on Diplematic Relations and Optional
Protocol to the Wienna Convention on Diplomatic
Relations Concerning Acguisition of Nationality],
1261 dan Pengssshan Konwensi  Mengenai
Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya
Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegarzan
[Vienna Conwvention on Conswlar Relstions and
Optional Protoco! to the Vienna Convention on
Consular Refations Concerning Acguisition of
Nationality), 1962 (Lembaran Megara Republik
Indonesiz Tahun 1982 Nomeor 2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3211);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang
Pengesahan United Nations Convention on the Law
of the Sea [Konwvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut), (Lembaran Megara Republik
Indonesiz Tahum 1985 MNomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3319];

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri [Lembaran Megara Republik
Indonesia Tzhum 199% MNomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3882];

Undang-Undang Memor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian  Internzsional (Lembaran  Negara
Republik Indonssia Tahum 2000 MNomor 185,
Tambahan Lembaran Megara Momor 4012);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Prowvinsi Papua [Lembaran
Megara Republik Indenesia Tahun 2001 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 4151);

Undang-undang Momor 32 Tzhum 2004 tentang
Pemerintzhan Daerzsh {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tzshum 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438];




Menetapkan

7.

Undang-Undzng Memor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Acsh (Lembaran Megara Republik
Indonesiz Tahun 2008 Momor 62, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 46337;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tatz Kerja Kementerian
Megara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Lusr Negeri Republik Indonesia
Momor @ 02JA/OT/VIIL 2005/01 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar
Megeri Republik Indanesiz,

MEMUTUSKAM:

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK
INDOMNESIA TENMTANG PANDUAMN UMUM TATA
CARA HUBUMNGAN DAN KERJASAMA LUAR NMEGERI
OLEH PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Mengubah kstentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Panduan
Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjzsama Luar Megeri cleh Pemerintah
Daerah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI
Momer SK.03/&/0T/%/2003/01 tanggal 29 Oktober 20032 tentang Panduan
Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Dasrah.

Pasal 2

Sistemnatika Pandwan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar
Megeri cleh Pemerintah Dasrah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

BABII DASAR HUKUM

BAB III MEKANISME UMUM HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR MEGERI
OLEH PEMERINTAH DAERAH




BAB IV MEKANISME HUBUMGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI DALAM
BIDANG TERTENTU

BABY  PROTOKOL

BABWT HKONSULER

BABWII PELAYAMAN  FASILITAS  DIPLOMATIE  KEPADA  KANTOR
PERWARKILAMN NEGARA ASING DI DAERAH

BAB WIII PERLINDUNGAMN KEPENTIMGAN WARGA MEGARA INDOMNESIA

BAB I¥ PEMANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDOMESIA

BAB X  PEMBUATAN PERJAMIIAN INTERMASIOMNAL

BAB XI HAL-HAL KHUSUS

BAB XII PEMNUTUE

Pasal 3
Panduzn Umum Tatz Cara Hubungan dam Kerjasama Luar Megeri cleh

Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini
merupakan s=tu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,

Pasal 4
Pada =aat berakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Luar Megeri
Republik Indonesiz MNomor SELO3Z/8/0T /2003701 tanggzl 29 Oktober
2003 tentang Panduzn Umum Tztz Carz Hubungan Luar Negeri cleh
Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padz tanggal 28 Desembear 2006

PUBLIK INDOMNESIA

= o
k“{r M. HASSAN WIRAJUDA

ful-th‘l ENTERI LUAR NEGERI
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Undang-Undang No.27 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Megeri

Bab I tentang Ketentuan Umum
Pasal 1

[1) Hubungan luar negeri adalah setizp kegiatan yang menyvangkut
aspek regional dan  intemasional wvang  dilakukan  cleh
pemerintah di tingkat pusat dan dzersh, atau lembaga-
lembaganya, lembags negara, badan usaha, organizasi politik,
organisasi masyarakat, lembagz swadaya masyarakat, atau
warga negara Indonesia,

[4] Menteri adalzh Menteri vang bertanggungjawab di bidang
Hubungan Luar Megeri dan Politik Luar Negeri.

Pasal 3

[1) Hubungan Luar Megeri diselenggarakan s=suai dengan Politik
Luar Megeri, persturan perundang-undangan nasional dam
hukum serta kebiasazn internasional.

[2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dzlam ayat (1) berlaku bagi
semua penvelenggara hubungan luar negeri, baik pemerintah
maupun non-pemerintzh,

Pasal 7

[1) Presiden dapat menunjuk pejabat negarz selain Menter Luwar
Megeri, pejabat pemerintzh, ataw orang lain untuk
menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu,

[2] Dzlam melaksanzkan tugasnya, pejabat negara selain Mentsri
Luar Negeri, pejabat pemerintah atau orang lain sebagaimana
dimaksud dalam avat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi
dengan Menteri.

Eab VII tentang Aparatur Hubungam Luar Meger
Pasal 28

(1] Menteri menyelenggarakan sebagian tugas  umum
pemerintahan dan pembangunan dzlam bidang Hubungan Luar
Megeri dan Politik Luar Negeri.

[2] Koordinzsi dalam penyelenggarazn Hubungan Luar Negeri dam
pelaksanzan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.




14.

15.

16.

BAB ITI
MEKAMISME UMUM HUBUNGAN DAN
KERJASAMA LUAR MEGERI OLEH DAERAH

Bidang-bidang Pemerintzhan berdasarkan Undang-Undang Memor 32
tahun 2004 tentang Pemerintzhan Daersh yang terkait dengan
hubumgan danm kerjzsama luar negeri, berdasarkan Undzng-Undang
Momor 27 Tahun 1999 tentang Hubunganm Luar Megeri dan Undang-
Undang Nomor 24 Tzhun 2000 tentang Perjanjian Internasicnal wajib
dikensultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri,

Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Dzerah harus
diselenggarakan sesuai dengan Politikc Luar Negeri. Sesuai Konvensi
Wina Tahun 1951 mengenai Hubungzn Diplomatik dan Konvensi Wina
Tahun 1962 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal
Parwakilan Republik Indonesiz vang melayani kepentingan negara
Republik Indonesia tarmasuk Pemerintzh Daerah. Pemerintzh Dzerah
tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri.

Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Dasrzh vang
memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri
antarz lzin sebagai berikut:

z. Kerjasama Ekonomi
[1] Perdagangan
[2]  Investasi
[3] Ketenagakerjazn
[4] Kelautan dzn Perikanan
[5] Ilmu Pengetzhuan dan Teknologi
[6] Kehutanan
[7]  Pertanian
[8] Pertambangzn
(9] Kependudukan
(10) Pariwisata
[11) Lingkungan Hidup
[12) Perhubungan

b. Kerjasama Sosial Budaya
[1]  Pendidikan
[2] Kesehatan
[3] Kepemudaan
[4] Kewanitaan
[5] 0©Olahraga
[6] Kesenizn

c. Bentuk Kerjasamaz lzin.
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17.

18,

19,

20.

Departemen  Luar MNegeri sebagai Koordinator penyelenggarzan
Hubungan dan Kerjasama Luar Megerd memberikan saran  danm
pertimbangan politis’ wuridis terhadap program  kerjasama wang
dilakzanakan cleh Daersh dengan BadanflLembzgz di luar negeri.
Sedangkan departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan
mengenal materi/substansi program kerjasama.

Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap Kerjasama Ekonomi
dan Kerjzasama Sosizl Budaya wang dilzkukan oleh Dzerah dengan
Pihak Asing termasuk kerjasama perbatasan oleh Pemerintah Dzerah
[Provinsi/Kzbupaten/Kota) yang berbatzsan dengan wilayah negara
zsing (border crossing, border trade and transportation). Namun, hal
ini tidak berlaku bagi bidang-bidang vanmg dicakup dalam wadzh
Komisi Bersama [Joint Commission), Forum  Konsultzsi Bilateral
[Bilateral Consultations), Komite Bersama mengenzi Perbatasan [Joint
Border Committee) dan Promosi Terpadu serta Kerjasama Ekonomi
Sub-Regional (KESR).

Pengaturan mangenai Pinjaman dan Hibah Luar Megeri oleh Pemerintah
Daerah telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan
nasional. Pada prinsipnya Pemerintah Dasrah dilarang melzkukan
pinjaman langsung kepada pihak lwar negeri. Pemerintah Pusat
menstapkan pinjaman dan/atau  hibah luar neger vang akam
diteruspinjamkan atzu diterushibahkan kepada Pemerintah Dazrah.
Pemerintah Da=srah dapst mengajukan usulan kegiztan investasi untuk
mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Pusat
melalui Departemen Keuangan dan Bappenas. Tatacara pemberian
pinjaman Daerzh dari Pemerintah Pusat vang dananya bersumber dari
Pinjaman Lwar MNegeri tzlzh dijzbarkan dzalam Paraturan Menteri
Keuangan Momor 33 Tahun 2006, Sedangkan Tatacarz pemberian
hibzh kepada Daersh telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 52 Tahun 2006

Kerjasama luar negeri dilakukan dengan svarat-syarat sebagai berikut

z. Dengan negara vyang memiliki hubungan diplomatik dengam
Indonesiz dan dalam kerangka Megarz Kesatuan Republik
Indonesiz (MKRI];

b. Sesuzi dengan bidang kewenangan Pemerintzh  Dzerah
sebagaimana diatur dzlam peraturan perundang-undangan nasional
Republik Indonesiz;

. Mendapat persetujuzn dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD):

d. Tidzk mengganggu stabilitas politik dan keamanzan dzlam negeri;




21,

22,

Tidak mengarah pada campur tangan wrusan dalam neger masing-
Masing negara;

Berdzsarkan asas persamazn hak dan tidak szling memaksakan

kehendak;

Memperhatikan prinsip  persamaan  kedudukan, memberikan
manfzat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan
masyarakat;

Mendukung penyelenggaraan  pemerintzhan, pembangunan
nasional dan Daerzh serta pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanzan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi
yaitu:

=

Politis : tidak bertentangan dengan Politik Luar Megeri dan
kebijzkan Hubungan Luar Megeri Pemerintzh Pusat padz umumnya.

Keamznzn : Kerjasama luar negeri tidak digunakan atau
diszlahgunzkan sebagai zkses atau kedok bagi kegiatan asing
[spionass) yvang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan
keamanzn dzlam nageri.

Yuridis : Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal
dapat menutup celah-celzh {loophoies) yang merugikan bagi
pencapaian tujuan kerjasama.

Teknis : Tidak bertentangan dengan kebijzkan yang ditetapkan oleh
Departemean Teknis yang terkait.

Dalam melakukan kerjasama, pihak-pihak terksit perdu menyiapkan
materi kerjasama yang memuat hzl-hal sebagai berikut:

Subyek kerjasama

Maksud dan tujuan kerjasama

Obyek kerjasama

Ruzng lingkup kerjasamza dan kewenangan daerzh
Hzk, kewajiban dan tanggung jawab

Tata carz pelaksanzan

Pengorganisasian

Pembiayaan

Penyelesaian perselisihan

[10) Perubashan (amandemen) kerjasama

[11) Jangka waktu kerjasama

[12) Keadasan memaksa (force majeur)

[12) Pemberlzkuan dan pengakhiran kerjasama
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23. Hubungan dan Kerjasama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa
dari:

24,

(1) Pihak Indonesia

[a) Departemen Luar Megeri

[b) Perwakilan RI di Luar Negeri

[c] Departemen Dalam Negeri

[d) Departzmean teknis

[e) Pemerintah Daerah

[f} Lembaga Mon-Departemen di Pusat dan Daerah

[2] Pihak Asing

[2) Pemerintah Dzerah / Pemerintzh Megara Bagian

[b) Badan/Lembaga Internzsional

[c] Badan/Lembaga Negarz Asing

[d] Lembzaga Mon Pemerintah [ Lembaga Swadaya Masyarzkat
Asing

[2) Badan Uszha Swasta Asing

Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak
Indonesia:

i

Pemerintah Daersh sebagai instansi pemrakarsa  melakukan
koordinzsi dengan Departemen Luar Megeri serta instansi terkait
dan mengzjukan usulan program kerjasama vang berisi latar
belakang kerjasama, tujuan, =sasaran, pertimbangan, potensi
daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing vang zkan
menjadi mitra kerjasama:

Pemmerintah  Daerzh  ssbagai  instansi  pemrakarsz  dapat
mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar
Wegeri dan imstansi terkait wntuk membicarakan wsulan program
tersebut;

Koordinzsi dapat juga dilakukan melzlui komunikasi resmi surat
menyurat;

Departemnen Luar Negeri selanjutnya memberikan pertimbangan
palitis/yuridi= Hubungan dan Kerjzzama Luar Megeri sesuai dengan
Kebijzkan Politik Luar Negeri Indonesia;

Departemnen Luar Negeri berdasarkan masukan dari Perwakilan RI

menyediakan informasi yang diperukan dalam rangka menjalin
kerjasama dengan Pihak Asing;

21
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Departemen Luar Megeri mengkomunikasikan rencana kerjasama
dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di
Indonesiz dan Perwakilan RI di luar negeri;

Departemen  Luar MNegeri memberitzhukan  hasil  koordinasi
kerjasama dengan Pihzk Asing kepadz Instansi terkait di Daerah
dan Perwzkilan RI di luar negeri;

Kesepakatan kerjasamz antzra Fihzk Asing dan Dasrah dituangkan
dalam bentuk Perjanjian Internasional vang lazim digunzkan sesuai
dengan pertimbangan Departamen Luar Negeri. Dalam  hal
diperlukan Surat Kuzsz (Full Fowers) dari Menteri Luar Meger,
dapat diberikan sstelah  dipenuhi  persvaratan-persyaratan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Departemen Luar Megeri ikut serta memantau dan melakukan
evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama.

253. Mekanisme Hubungan dan Kerjasama Luar Megeri atas prakarsa dari
Pihak &sing, adalah sebagai berikut:

e

Setelzh melalui pertimbangan politisfyuridis Departemen  Luar
Megeri s=cara resmi menyampaikan tzwaran program kerjasama
dari Perwakilan RI di Luar Megeri dan atau Pihzk Asing kepada
Pemmerintah Dzerah dan atau instansi terkait;

Terhadap tawaran program kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah
secara resmi menyampaikan tanggapan di antaranya berupa usulan
program kerjzsama yang berisi |atar belakang kerjasama, tujuan,
sasaran, pertimbangan, potensi Dzerah, keunggulan komparatif,
dan profil Dasrah kepadz Departemen Luzr Negeri dan Departemen
Dalam Megeri serta instansi yang terkait langsung dengan substansi
dan mater kerjasama;

Usulan program kerjasamz dibzshzs dalam rapat interdep yang
dikoordinasikan oleh Departemen Luar Neger atau instansi vang
terkait langsung dengan substansi dam materi kerjasama dengam
melibatkan Dasrah;

Departemen Luar Meger menyampaikan hasil rapat interdep
kepada Perwakilan RI di luar megeri dan berkoordinzsi dengan
Perwakilzn Diplematik dan Konsuler pihak asing di Indonesia;

Departemen Luar MNegeri memberitzshukan  hasil  koordinasi
kerjasama dengan Pihzk Asing kepada Instansi terkait di dasrah;
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26,

f. Kesepakatan kerjasamsa antarz Pihzk Asing dan Dasrah ditwangkan
dalam bentuk Perjanjian Intermasional vang lzzim  digunakam,
sesuai dengan pertimbangan Departemnen Luar Negeri, Dalam hal
diperlukan Surat Kuasa (Full Fowers) dari Menteri Luar Hegeri,
dapat diberikan sstelah  dipenuhi persvaratan-persyaratan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabilza  terjadi  tindakam-tindzkan vang tidak sesuwai  dengam
kepentingan nasionzl atau bertentangan dengan kesbijakan peolitik luar
negeri BRI, perundang-undangan nasional serta hukwum dan kebizszan
internasional, Mentari Luar Neger RI dapat mengambil langkah-langkah
vang dipandang perlu demi dipatuhinva ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Meo. 37 Tshun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Mo. 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional.

. Dalam hal Daerah memerukan informasi, konsultasi dan koordinasi

vang berkaitan dengan Hubungam dan Kerjasama Luar Megeri dan
pelaksanzan Politik Luar Meger, dapat menghubungi Departemen Luar
Megeri, c.g. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Imternzsional
[ Ditjen HPI).
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